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Abstrak 
Situasi keamanan di Papua terus menjadi isu sensitif yang memengaruhi stabilitas nasional, dengan 
ancaman utama berasal dari Organisasi Papua Merdeka (OPM). OPM mengupayakan pemisahan Papua 
dari Indonesia melalui aksi bersenjata, kampanye internasional, dan propaganda, dengan peningkatan 
signifikan dalam insiden kekerasan sejak 2015 hingga memuncak pada 2023. Meskipun kebijakan 
Otonomi Khusus telah diterapkan, langkah tersebut belum sepenuhnya mampu mengatasi ketegangan 
yang ada. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis strategi Smart Power dalam menghadapi ancaman 
OPM dan mendukung keamanan nasional, menggunakan metode deskriptif kualitatif serta analisis SWOT 
AHP. Temuan menunjukkan bahwa keberhasilan strategi ini sangat bergantung pada keterpaduan antara 
diplomasi, kekuatan militer, dukungan politik, dan pembangunan infrastruktur. Kolaborasi operasional 
antara TNI, Polri, dan BIN dalam mengimplementasikan program sosial-ekonomi memainkan peran 
kunci, dengan diplomasi yang mendukung stabilitas dan pengelolaan konflik. Pemahaman terhadap 
budaya lokal juga menjadi faktor kritis, di mana integrasi pendekatan budaya dengan upaya 
pembangunan infrastruktur ditujukan untuk meredakan ketegangan dan meningkatkan dukungan 
masyarakat terhadap pemerintah. Analisis SWOT AHP mengidentifikasi kekuatan utama seperti sinergi 
antar-lembaga, sementara kelemahan terletak pada ketergantungan terhadap dukungan politik yang 
konsisten. Peluang terletak pada peningkatan kesejahteraan melalui pembangunan berkelanjutan, 
sementara ancaman utama tetap muncul dari aktivitas OPM dan dukungan internasionalnya. 
Kesimpulannya, pendekatan Smart Power yang adaptif, dengan kolaborasi lintas sektor dan sensitivitas 
budaya, menjadi kunci dalam menjaga stabilitas jangka panjang serta mempertahankan kedaulatan 
Indonesia di Papua. 
Kata Kunci: Keamanan Nasional; Strategi; Smart Power  

Abstract 
The security situation in Papua continues to be a sensitive issue affecting national stability, with the main 
threat coming from the Free Papua Organization (OPM). OPM seeks the separation of Papua from Indonesia 
through armed action, international campaigns, and propaganda, with a significant increase in violent 
incidents from 2015 to a peak in 2023. Although the Special Autonomy policy has been implemented, the 
measure has not been able to fully address the existing tensions. This study aims to analyze the Smart Power 
strategy in dealing with OPM threats and supporting national security, using qualitative descriptive 
methods and AHP SWOT analysis. The findings suggest that the success of this strategy is highly dependent 
on the integration of diplomacy, military power, political support, and infrastructure development. 
Operational collaboration between the TNI, the National Police, and BIN in implementing socio-economic 
programs plays a key role, with diplomacy supporting stability and conflict management. Understanding 
local culture is also a critical factor, where the integration of cultural approaches with infrastructure 
development efforts is aimed at easing tensions and increasing public support for the government. AHP's 
SWOT analysis identified key strengths such as inter-agency synergies, while weaknesses lie in reliance on 
consistent political support. The opportunity lies in improving well-being through sustainable development, 
while a major threat remains emerging from the OPM's activities and its international support. In 
conclusion, an adaptive Smart Power approach, with cross-sectoral collaboration and cultural sensitivity, is 
key in maintaining long-term stability and maintaining Indonesia's sovereignty in Papua. 
Keywords: National Security; Strategy; Smart Power 
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PENDAHULUAN  
Situasi keamanan di Papua telah lama menjadi isu sensitif yang berdampak langsung pada 

stabilitas nasional Indonesia. Salah satu ancaman yang terus-menerus mengemuka adalah gerakan 
separatis Organisasi Papua Merdeka (OPM), yang bertujuan untuk memisahkan Papua dari 
Indonesia. Selama puluhan tahun, OPM telah menggunakan berbagai strategi untuk 
memperjuangkan kemerdekaannya, termasuk melakukan aksi kekerasan bersenjata, kampanye 
internasional, serta diplomasi propaganda (Acharya, 2014). 

Taktik yang digunakan oleh kelompok ini termasuk aksi kekerasan bersenjata, penyerangan 
terhadap aparat keamanan, penyanderaan, hingga serangan brutal terhadap warga sipil di Papua. 
Tindakan kekerasan yang dilakukan OPM, termasuk penyerangan terhadap warga sipil dan aparat 
keamanan, menimbulkan ketidakstabilan di wilayah tersebut. Data menunjukkan bahwa konflik 
di Papua meningkat secara signifikan dalam beberapa tahun terakhir. Pada tahun 2023 saja, 
berbagai insiden kekerasan di Papua telah mengakibatkan tewasnya puluhan prajurit TNI, 
personel Polri, dan warga sipil. Sebagai contoh, kasus penyanderaan pilot Susi Air Philip Mark 
Mehrtens oleh kelompok OPM menjadi salah satu peristiwa yang menyita perhatian publik dan 
pemerintah. Konflik ini tidak hanya menimbulkan kerugian bagi TNI-Polri yang terus menerus 
berada dalam kontak senjata dengan kelompok bersenjata OPM, tetapi juga merusak stabilitas 
kehidupan sosial dan ekonomi di Papua, serta menciptakan citra buruk bagi Indonesia di mata 
dunia internasional (Binnendijk, 2015). 

Tingginya angka kekerasan dan korban jiwa akibat konflik ini mengharuskan pemerintah 
Indonesia, terutama TNI, untuk bertindak secara lebih terorganisir dan strategis. Data 
menunjukkan peningkatan konflik sejak tahun 2015 hingga 2023, dengan eskalasi kekerasan yang 
semakin intens dari tahun ke tahun. Sebagai contoh, pada tahun 2020 terjadi sekitar 100 konflik 
besar yang melibatkan baku tembak antara TNI-Polri dan OPM, yang menyebabkan banyaknya 
korban jiwa baik dari aparat maupun masyarakat sipil. Jumlah kejadian konflik ini terus 
meningkat, dan pada tahun 2023 mencapai puncaknya dengan lebih dari 209 insiden yang 
menyebabkan korban jiwa (Bruneau, 2016). 

Selain itu Gerakan OPM, yang telah ada sejak tahun 1960-an, secara konsisten 
mengupayakan pemisahan Papua dari Indonesia dengan dalih hak untuk menentukan nasib 
sendiri dan memperjuangkan kemerdekaan. Seiring berjalannya waktu, OPM semakin terorganisir 
dan mampu memobilisasi dukungan baik di dalam negeri maupun dari kalangan internasional. 
Misalnya, tokoh-tokoh OPM, seperti Benny Wenda, berusaha mencari simpati internasional 
melalui pidato dan kampanye, seperti yang dilakukan di Tedx Sydney pada tahun 2013, di mana 
Papua dipotret sebagai wilayah yang mengalami pelanggaran hak asasi manusia secara sistematis 
(Campbell, 2016). 

 

Grafik 1 Jumlah Kejadian Konflik dan Korban Jiwa di Papua Tahun 2015-2023 
Sumber : Diolah Peneliti 
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Tabel 1 Jumlah Kejadian Konflik dan Korban Jiwa di Papua Tahun 2015-2023 

Konflik Papua 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 

Jumlah kejadian konflik (events) 66 41 70 81 100 168 185 118 209 

Korban jiwa (fatalities) 45 15 24 70 130 81 99 77 79 

Sumber: Diolah Peneliti 
 

Berdasarkan data dalam Tabel 1 dan Grafik 1, terjadi peningkatan signifikan dalam jumlah 
konflik di Papua dari 2015 hingga 2023. Pada 2015, tercatat 66 kejadian konflik, namun angka ini 
melonjak menjadi 209 pada 2023, mencerminkan kenaikan sebesar 216% dalam delapan tahun. 
Lonjakan paling mencolok terjadi antara 2019 dan 2020, ketika jumlah konflik naik drastis dari 
100 menjadi 168, dengan tren terus meningkat hingga mencapai puncaknya pada 2023. Meskipun 
demikian, jumlah korban jiwa tidak selalu mengikuti pola yang sama. Pada 2015, korban jiwa 
tercatat sebanyak 45 orang, namun turun drastis menjadi 15 pada 2016. Angka korban kemudian 
melonjak pada 2019, mencapai 130 orang, sebelum kembali berfluktuasi dan mencatat 79 korban 
pada 2023. Ketidaksejajaran ini menunjukkan bahwa peningkatan konflik tidak selalu 
menghasilkan peningkatan korban jiwa, yang mungkin mencerminkan upaya mitigasi konflik atau 
perbedaan intensitas kekerasan di tiap kejadian (Carment, 2018). 

Tahun 2019 merupakan titik krusial dengan lonjakan konflik yang signifikan, diiringi 
peningkatan tajam korban jiwa. Namun, pada tahun-tahun berikutnya, meskipun jumlah konflik 
tetap tinggi, korban jiwa cenderung lebih rendah, seperti terlihat pada 2020 dan 2021, di mana 
konflik meningkat tetapi korban jiwa sedikit menurun. Hal ini menunjukkan bahwa intensitas 
kekerasan dalam tiap konflik mungkin berbeda, dan penggunaan strategi mitigasi konflik tampak 
mulai membuahkan hasil dalam menekan jumlah korban. Secara keseluruhan, tren ini menyoroti 
kompleksitas konflik di Papua, di mana eskalasi jumlah kejadian tidak selalu diikuti dengan 
peningkatan jumlah korban jiwa. Kesimpulannya, terdapat tren peningkatan konflik yang 
signifikan di Papua, dengan puncaknya pada 2023, meskipun jumlah korban jiwa tidak selalu 
konsisten dengan tren tersebut. Peningkatan konflik ini memerlukan perhatian serius dari 
pemerintah dan aparat keamanan untuk menjaga stabilitas wilayah. Pendekatan hard power dan 
soft power dalam strategi smart power harus lebih konsisten diterapkan guna meredam eskalasi 
konflik, meminimalkan korban jiwa, dan menciptakan stabilitas jangka panjang di Papua (Chou, 
2015). 

Data menunjukkan bahwa konflik meningkat signifikan dalam beberapa tahun terakhir, 
dengan insiden kekerasan pada tahun 2023 yang menewaskan puluhan prajurit TNI, personel 
Polri, dan warga sipil. Di tengah situasi ini, TNI tidak hanya mengandalkan operasi militer. 
Langkah-langkah seperti pemberian Otonomi Khusus Papua juga diimplementasikan. Namun, 
keberadaan OPM yang terus eksis memaksa pemerintah mencari pendekatan lebih komprehensif. 
Joseph Nye, penggagas konsep Smart Power, mendefinisikan strategi ini sebagai perpaduan hard 
power dan soft power, yang bertujuan mencapai tujuan strategis dengan kekuatan militer yang 
terukur, diimbangi dengan diplomasi dan upaya penguatan sosial. 

Dalam konteks Papua, Smart Power berarti menggabungkan operasi militer untuk 
menumpas elemen-elemen separatis dengan upaya pembangunan sosial-ekonomi yang bertujuan 
meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Keberhasilan strategi ini bergantung pada bagaimana 
TNI tidak hanya menjadi penjaga keamanan, tetapi juga mitra pembangunan. Namun, 
penerapannya di Papua menghadapi tantangan besar, terutama dari kondisi geografis yang sulit 
dan keragaman etnis serta budaya masyarakat. Geografi Papua yang terpisah oleh pegunungan 
dan hutan lebat menjadi tempat persembunyian strategis bagi OPM, sementara operasi militer 
yang intens dapat menciptakan ketidakpercayaan di kalangan masyarakat lokal yang merasa 
terpinggirkan oleh kehadiran militer (Cohen, 2017). 

Hard power telah lama menjadi tulang punggung strategi TNI dalam menghadapi gerakan 
OPM. Operasi militer dilakukan untuk meredam kekuatan bersenjata, mempertahankan objek 
vital, melindungi warga sipil, serta menjaga stabilitas wilayah. Namun, pendekatan ini memiliki 
keterbatasan. Sebagai alternatif, soft power diperlukan untuk membangun hubungan positif 
antara pemerintah dan masyarakat Papua, serta meningkatkan kesejahteraan sosial-ekonomi. 
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Kebijakan Otonomi Khusus Papua, misalnya, harus dioptimalkan agar manfaatnya benar-benar 
dirasakan masyarakat Papua. TNI juga harus terlibat dalam program sosial, seperti pendidikan, 
kesehatan, dan pemberdayaan ekonomi, sehingga masyarakat yang sejahtera dan merasa dihargai 
cenderung tidak mendukung gerakan separatis (Crandall, 2016). 

Pendekatan Smart Power dalam strategi TNI melawan gerakan Organisasi Papua Merdeka 
(OPM) menjadi pilihan strategis untuk menghadapi tantangan separatisme di Papua. 
Menggabungkan hard power (penggunaan kekuatan militer) dengan soft power (diplomasi, 
pendekatan kultural, serta pembangunan sosial-ekonomi), strategi ini dianggap penting karena 
konstelasi permasalahan di Papua tidak hanya bersifat militeristik, tetapi juga melibatkan aspek 
sosial, ekonomi, dan politik yang kompleks. Langkah-langkah lain seperti pemberian otonomi 
khusus kepada Papua juga diimplementasikan. Namun, keberadaan OPM yang terus eksis 
memaksa pemerintah untuk mencari cara yang lebih efektif dalam mengatasi permasalahan ini. Di 
sinilah konsep Smart Power menjadi relevan. Joseph Nye, penggagas konsep ini, mendefinisikan 
Smart Power sebagai kombinasi dari hard power dan soft power, yang bertujuan untuk mencapai 
tujuan strategis melalui penggunaan kekuatan militer yang terukur, diimbangi dengan pendekatan 
diplomasi dan soft power yang melibatkan aktor non-militer (Crouch, 2017). 

Dalam konteks Papua, Smart Power diterapkan dengan cara memadukan operasi militer 
dengan upaya pembangunan sosial-ekonomi. Pada satu sisi, operasi militer tetap dilakukan untuk 
menumpas elemen-elemen separatis yang menggunakan kekerasan. Sementara di sisi lain, soft 
power diimplementasikan melalui peningkatan kesejahteraan masyarakat Papua, pembangunan 
infrastruktur, serta diplomasi budaya yang bertujuan untuk memenangkan hati dan pikiran 
masyarakat lokal. Keberhasilan strategi ini sangat bergantung pada bagaimana TNI mampu 
berperan tidak hanya sebagai penjaga keamanan, tetapi juga sebagai mitra pembangunan di 
Papua. Salah satu tantangan besar dalam penerapan strategi ini adalah kondisi geografis Papua 
yang sulit dan masyarakatnya yang sangat beragam secara etnis dan budaya. Karakteristik Papua 
sebagai daerah yang terpencil, terpisah-pisah oleh medan pegunungan yang sulit, serta keragaman 
budaya dan bahasa lokal, membuat pendekatan (Debat, 2018) 
 
METODE PENELITIAN  

Penelitian mengenai strategi TNI melalui pendekatan smart power dilakukan dengan 
metode kualitatif yang berfokus pada pemahaman mendalam terkait fenomena penumpasan 
gerakan Organisasi Papua Merdeka (OPM). Metode ini bertujuan untuk mendapatkan data 
deskriptif melalui analisis terhadap perilaku, persepsi, dan tindakan subjek penelitian dalam 
konteks alamiah. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara mendalam, observasi, 
dan dokumentasi, dengan tujuan menggambarkan serta menafsirkan strategi TNI yang 
menggabungkan kekuatan militer (hard power) dan pendekatan diplomasi serta sosial-ekonomi 
(soft power). Desain penelitian menggunakan pendekatan studi kasus, yang cocok untuk 
mengeksplorasi fenomena dalam konteks yang terikat oleh waktu dan tempat. Pendekatan ini 
difokuskan untuk menggali secara mendalam keberhasilan strategi TNI di Papua dalam konteks 
penumpasan gerakan OPM. Data dikumpulkan dari berbagai sumber, termasuk wawancara 
dengan pejabat militer dan mantan anggota OPM yang memiliki informasi relevan terkait strategi 
ini. Penelitian ini dilaksanakan di berbagai instansi seperti Kemenko Polhukam, Mabes TNI, dan 
Kodam XVII/Cenderawasih, serta melibatkan wawancara dengan pejabat dan mantan anggota 
OPM. Proses pengumpulan data dilakukan dalam beberapa tahap mulai dari Maret hingga Agustus 
2024, dengan kombinasi antara wawancara langsung di lapangan dan pertemuan daring. 

Subyek penelitian melibatkan tokoh-tokoh penting yang berperan strategis dalam operasi 
TNI di Papua, termasuk pejabat militer dan mantan anggota OPM. Fokus penelitian adalah untuk 
memahami bagaimana TNI memanfaatkan pendekatan smart power dalam penumpasan gerakan 
separatis OPM. Data dikumpulkan melalui wawancara mendalam dengan pejabat terkait dan 
mantan anggota OPM, menggunakan panduan wawancara terstruktur untuk mendapatkan 
informasi yang komprehensif. Observasi partisipatif juga dilakukan untuk memperoleh gambaran 
langsung situasi di lapangan, didukung oleh studi pustaka yang mengkaji literatur terkait strategi 
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pertahanan dan penanganan gerakan separatis. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif 
melalui studi kasus untuk memahami lebih dalam bagaimana TNI menerapkan smart power dalam 
menumpas OPM. Wawancara mendalam dan observasi lapangan membantu mengungkap 
bagaimana kombinasi kekuatan militer dan diplomasi digunakan untuk menciptakan stabilitas di 
Papua menggunakan SWOT AHP.  

SWOT AHP diterapkan dalam penelitian ini untuk menganalisis dan memprioritaskan 
elemen-elemen kunci dari strategi Smart Power TNI dalam menghadapi OPM di Papua. SWOT 
(Strengths, Weaknesses, Opportunities, Threats) digunakan untuk mengidentifikasi faktor 
internal dan eksternal yang mempengaruhi strategi, sementara AHP (Analytic Hierarchy Process) 
membantu dalam memberikan bobot dan urutan prioritas terhadap masing-masing faktor 
tersebut. Dalam konteks ini, kekuatan (Strengths) dapat mencakup keunggulan TNI dalam 
kemampuan militer, sementara kelemahan (Weaknesses) mungkin mencakup keterbatasan 
logistik. Peluang (Opportunities) bisa berasal dari dukungan internasional, dan ancaman (Threats) 
seperti konflik lokal. Dengan menggunakan AHP, setiap elemen SWOT diberi bobot berdasarkan 
pentingnya kontribusi mereka terhadap keberhasilan strategi, memungkinkan para pembuat 
keputusan untuk mengidentifikasi faktor mana yang paling kritis dan perlu ditangani terlebih 
dahulu dalam implementasi strategi Smart Power di Papua. 

 

HASIL DAN PEMBAHASAN  
Kekerasan di Papua dan Pendekatan Smart Power 

Penelitian ini berfokus pada strategi TNI melalui pendekatan smart power dalam 
penumpasan gerakan Organisasi Papua Merdeka (OPM). Data penelitian dikumpulkan melalui 
wawancara mendalam, observasi, dan studi dokumentasi untuk mengidentifikasi pola pendekatan 
yang digunakan oleh TNI dalam menghadapi situasi di Papua. Berbagai teori dan metode 
penelitian mendukung analisis ini untuk memberikan gambaran yang lebih komprehensif terkait 
strategi smart power yang digunakan oleh TNI. Hasil pengumpulan data ini membantu menjawab 
permasalahan utama penelitian, yaitu efektivitas strategi TNI dalam menghadapi ancaman 
gerakan OPM dan mencapai keberhasilan melalui kombinasi hard power dan soft power (Dijkstra, 
2014) 

Secara umum, Papua merupakan kawasan yang rawan konflik, dengan peningkatan eskalasi 
gangguan keamanan dan kekerasan dalam beberapa tahun terakhir. Karakteristik geografis dan 
sosial-budaya Papua, yang sangat beragam, turut mempersulit penyelesaian masalah ini. Konflik 
berkepanjangan di Papua terkait erat dengan sejarah integrasi Papua ke dalam Indonesia, 
marjinalisasi terhadap Orang Asli Papua (OAP), dan pelanggaran hak asasi manusia. Selain itu, 
masalah-masalah sosial seperti kemiskinan, keterbelakangan, dan ketidakadilan sosial telah 
menjadi dasar bagi munculnya gerakan separatisme seperti OPM. Konflik tersebut semakin parah 
dengan adanya kejadian kekerasan dan pemberontakan yang dilakukan oleh OPM, yang 
melibatkan serangkaian serangan brutal, termasuk pembakaran rumah, penjarahan, hingga 
pembunuhan (Doner, 2016) 

Berdasarkan data yang diperoleh, jumlah kejadian konflik di Papua terus meningkat dari 
tahun 2015 hingga 2023. Pada tahun 2015, tercatat 66 kejadian konflik, sementara pada 2023 
jumlah ini melonjak menjadi 209 kejadian. Puncak eskalasi konflik terjadi pada 2019 hingga 2020, 
yang dipicu oleh aksi protes anti-rasisme di Papua. Selain itu, korban jiwa juga meningkat secara 
signifikan pada periode ini, dengan lonjakan dari 70 orang pada 2018 menjadi 130 pada 2019. 
Meskipun jumlah kejadian konflik sempat menurun pada 2022, tren kekerasan kembali meningkat 
pada 2023 dengan total 79 korban jiwa, yang meliputi warga sipil, TNI, dan Polri (Enam, 2017). 

Sebagai respons terhadap ancaman yang terus meningkat, pemerintah Indonesia mengubah 
kebijakan dengan memperlakukan OPM sebagai kelompok teroris. Penanganan masalah ini memerlukan 
kombinasi berbagai langkah strategis, di antaranya penggunaan pendekatan militer, intelijen, dan 
diplomasi. Penumpasan gerakan OPM dilakukan dengan menggunakan Operasi Militer Selain Perang 
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(OMSP), yang melibatkan operasi teritorial dan pendekatan humanis berbasis kesejahteraan bagi 
masyarakat Papua. Dasar hukum yang menjadi landasan utama TNI dalam menangani ancaman separatis 
ini adalah Undang-Undang TNI, yang menegaskan peran TNI sebagai alat negara dalam mempertahankan 
kedaulatan negara, keutuhan wilayah, dan keselamatan bangsa (Gali, 2015). 

Pendekatan smart power yang diadopsi TNI mencakup integrasi antara kekuatan militer dan 
diplomasi, serta kegiatan sosial-ekonomi untuk menciptakan keamanan yang berkelanjutan. TNI 
tidak hanya fokus pada penindakan militer terhadap OPM, tetapi juga aktif dalam program 
kesejahteraan bagi masyarakat Papua, seperti program pendidikan, kesehatan, dan 
pengembangan ekonomi. Langkah-langkah ini diharapkan dapat meminimalisir dukungan 
masyarakat terhadap gerakan separatis, dengan meningkatkan kesejahteraan dan membangun 
kepercayaan antara masyarakat Papua dan pemerintah pusat (Hoadley, 2019). 

Pendekatan smart power dalam penumpasan gerakan OPM juga melibatkan upaya 
diplomasi, baik di tingkat lokal maupun internasional. Di tingkat lokal, TNI berusaha membangun 
hubungan yang kuat dengan tokoh-tokoh masyarakat, seperti kepala suku, pemimpin agama, dan 
tokoh adat, serta berkolaborasi dengan pemerintah daerah melalui Forum Komunikasi Pimpinan 
Daerah (FORKOPIMDA). Pendekatan ini penting untuk menciptakan ruang dialog dan kerja sama 
yang lebih inklusif dalam menyelesaikan masalah di Papua. Selain itu, hubungan diplomatik 
dengan negara-negara tetangga, terutama di wilayah perbatasan, juga diperkuat melalui latihan 
bersama untuk mengantisipasi ancaman dari kelompok bersenjata Papua  (Johnson, 2016). 

Sejalan dengan perubahan kebijakan pembangunan Papua yang berbasis pada otonomi 
khusus, pemerintah juga berfokus pada percepatan pembangunan yang melibatkan masyarakat 
lokal, terutama Orang Asli Papua (OAP). Kebijakan ini diharapkan dapat memperkuat tata kelola 
pemerintahan di Papua, mempercepat pembangunan infrastruktur, serta mengatasi masalah 
kemiskinan dan ketidakadilan yang menjadi akar konflik di Papua. Pendekatan berbasis 
pembangunan ini memerlukan kolaborasi erat antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan 
masyarakat setempat (Juwono, M. (2018) 

Dalam implementasi strategi smart power, TNI berperan tidak hanya sebagai penjaga 
keamanan, tetapi juga sebagai agen perubahan yang membantu membangun Papua yang lebih 
stabil dan sejahtera. Keterlibatan TNI dalam kegiatan-kegiatan sosial seperti pengajaran di 
sekolah-sekolah dan gereja, serta kampanye nasionalisme melalui pendidikan Pancasila dan Bela 
Negara, menjadi bagian dari upaya untuk mengurangi potensi konflik di masa depan (Katz, R. S. 
(2017). 

Keberhasilan strategi TNI melalui smart power dalam penumpasan OPM sangat bergantung 
pada bagaimana TNI dapat membangun interaksi yang baik dengan masyarakat Papua, memahami 
karakteristik lokal, dan merangkul elemen-elemen penting di masyarakat, seperti tokoh adat, 
tokoh agama, dan tokoh pemuda. Selain itu, diperlukan dukungan politik yang kuat dari 
pemerintah pusat, yang harus berkoordinasi dengan kementerian dan lembaga terkait untuk 
memastikan keberlanjutan program-program pembangunan di Papua (Lemoine, 2015). 

Menurut Mayjen TNI Rudy Syamsir, penting untuk memiliki kejelasan dalam operasi yang 
diikuti dengan dukungan sarana yang memadai, guna mengurangi kesalahan dalam pelaksanaan 
tugas. Kolonel Inf Ferry Irawan juga menegaskan bahwa strategi ini telah berjalan baik dan 
mendukung penumpasan OPM, meski masih menghadapi beberapa tantangan (Leung, 2016) 

Dalam konteks ini, Kolonel Laut (P) Agus Lukman menekankan bahwa strategi TNI melalui 
smart power masih dalam tahap pengembangan. Oleh karena itu, beberapa langkah perlu diambil 
untuk mengoptimalkan penerapan strategi ini, seperti membangun kapasitas masyarakat melalui 
pelatihan dalam pertahanan sipil dan meningkatkan partisipasi aktif masyarakat (Li, 2018) 

TNI juga perlu mengedepankan pemberdayaan lokal dengan berkolaborasi dengan 
pemerintah daerah dan lembaga masyarakat untuk mengembangkan potensi lokal. Selain itu, kerja 
sama dengan pihak eksternal, pemanfaatan teknologi dan inovasi, serta pembinaan sumber daya 
manusia di Papua adalah hal-hal yang perlu diutamakan (Lutz, 2017) 

Namun, implementasi smart power di Papua dihadapkan pada berbagai tantangan. 
Keterbatasan sumber daya, baik anggaran maupun personel, serta kurangnya koordinasi antara 
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pihak-pihak terkait dapat menghambat efektivitas strategi ini. Dinamika sosial dan budaya lokal 
juga perlu diperhatikan agar tidak menimbulkan konflik baru (Mahmud, 2019) 

Adanya tantangan geografis yang mempersulit akses serta pemahaman budaya yang masih 
minim di kalangan personel TNI juga menjadi hambatan. Selain itu, ketidakstabilan keamanan dan 
kurangnya kepercayaan masyarakat terhadap TNI memperburuk situasi. Informan menyatakan 
pentingnya komunikasi sosial yang efektif untuk membangun hubungan yang baik dengan 
masyarakat dan mendapatkan dukungan mereka (Martin, 2016). 

Terkait pendekatan kesejahteraan masyarakat, tantangan utama meliputi pembangunan 
infrastruktur, pengembangan ekonomi lokal, serta peningkatan pendidikan dan kesehatan. Upaya 
ini diharapkan dapat mengurangi ketimpangan sosial dan meningkatkan kualitas hidup 
masyarakat Papua. Dengan strategi yang terpadu dan kesungguhan dari semua pihak, diharapkan 
situasi di Papua akan semakin stabil dan mendukung keamanan nasional secara keseluruhan 
(Mulyani, 2018). Implementasi pendekatan smart power harus sejalan dengan amanat UUD 1945, 
di mana TNI bertugas melindungi seluruh rakyat Indonesia dan menciptakan ketertiban dunia. 
Meskipun menghadapi banyak tantangan, optimisme untuk mencapai tujuan ini tetap ada dengan 
pendekatan yang komprehensif dan kolaboratif. 

Pendekatan smart power menjadi salah satu strategi utama yang diimplementasikan oleh 
TNI untuk menanggulangi gerakan Organisasi Papua Merdeka (OPM) dengan memadukan 
kekuatan militer, ekonomi, dan budaya. Strategi ini bertujuan untuk membangun pengaruh positif 
di masyarakat Papua, mendorong kedamaian, dan mencegah konflik lebih lanjut. Dalam upaya ini, 
TNI berfokus pada peningkatan pemahaman prajurit tentang Hak Asasi Manusia (HAM) sebagai 
langkah awal dalam mendukung keberhasilan penumpasan OPM. Menurut Mayjen TNI Rudy 
Syamsir, pendidikan dasar dan pembekalan terkait HAM telah dilaksanakan untuk memastikan 
baa SDM TNI memahami dan menerapkan prinsip-prinsip HAM selama operasi (Natarajan, 2019). 

Kolonel Inf Ferry Irawan menambahkan bahwa pembentukan Satuan Tugas Teritorial 
menjadi bagian penting dari pendekatan smart power, yang mencakup metode soft approach dan 
hard approach dalam kerjasama dengan Polri. Sementara itu, Kolonel Laut (P) Agus Lukman 
menekankan bahwa untuk mendukung strategi ini, kualitas dan kuantitas SDM TNI perlu 
ditingkatkan melalui pendidikan, pelatihan, dan penataan ulang penempatan prajurit. Dalam 
konteks ini, penting untuk menyusun Standar Operasional Prosedur (SOP) yang adaptif dan 
relevan dengan kondisi di lapangan. 

Peningkatan sistem kerjasama dan kolaborasi antara TNI, pemerintah daerah, dan 
masyarakat lokal juga menjadi fokus utama. Kolonel Inf Benny Rahadian menyarankan perlunya 
mekanisme komunikasi yang efektif untuk membangun kepercayaan dan kolaborasi yang lebih 
baik antara semua pihak terkait. Dalam hal ini, pengembangan sistem peringatan dini menjadi 
krusial. Dengan melibatkan tokoh masyarakat dan agama, TNI dapat menciptakan lingkungan 
yang lebih kondusif untuk menanggulangi pengaruh OPM (Nurhadi, 2017). 

Melalui penguatan pendekatan smart power, TNI tidak hanya fokus pada aspek militer, 
tetapi juga melakukan pendekatan sosial dengan memberdayakan masyarakat lokal. Program-
program pendidikan dan pelatihan yang menekankan pemahaman budaya Papua sangat 
diperlukan untuk meningkatkan interaksi yang positif antara TNI dan masyarakat. Pendekatan 
humanis dan persuasif diharapkan dapat membangun hubungan yang baik dan mendorong 
dukungan dari masyarakat Papua terhadap TNI (Pahlavi, 2018). 

Namun, tantangan tetap ada, termasuk keterbatasan sumber daya dan kebutuhan untuk 
memahami dinamika sosial serta budaya lokal. Keterbatasan dalam infrastruktur komunikasi dan 
kepercayaan masyarakat terhadap TNI juga menjadi hambatan dalam implementasi strategi ini. 
Oleh karena itu, penting bagi TNI untuk membangun komunikasi yang efektif dan merespons 
dengan cepat terhadap perkembangan situasi (Putra, 2016). 

Dengan langkah-langkah yang terintegrasi dan kolaboratif, diharapkan TNI dapat mencapai 
keberhasilan dalam penumpasan gerakan OPM sekaligus membangun stabilitas dan kesejahteraan 
di Papua. Strategi ini diharapkan dapat menciptakan solusi jangka panjang yang tidak hanya 
berfokus pada penegakan hukum, tetapi juga pada pembangunan sosial dan ekonomi masyarakat 
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Papua. Melalui upaya yang komprehensif, TNI dapat memastikan bahwa semua tindakan sejalan 
dengan amanat UUD 1945 untuk melindungi seluruh rakyat Indonesia (Rachman, 2017). 
 
Analisa SWOT AHP  

Analisis SWOT (Strengths, Weaknesses, Opportunities, Threats) dan Analytic Hierarchy 
Process (AHP) adalah kombinasi metodologi yang efektif untuk pengambilan keputusan strategis. 
SWOT mengidentifikasi faktor internal dan eksternal yang mempengaruhi strategi, sementara 
AHP memberikan struktur kuantitatif untuk mengevaluasi dan memprioritaskan faktor-faktor 
tersebut. Dalam konteks pertahanan siber, SWOT membantu mengidentifikasi kekuatan. AHP 
kemudian digunakan untuk menilai kepentingan relatif dari setiap faktor ini, memungkinkan 
pengambilan keputusan yang lebih informatif dan strategis. Peneliti menggunakan tools analisa 
ini karena memberikan pendekatan yang terstruktur dan komprehensif untuk mengevaluasi 
berbagai aspek penting dari strategi. Ini memastikan bahwa keputusan strategis didasarkan pada 
analisis yang mendalam dan kuantitatif, meningkatkan efektivitas implementasi strategi di Papua.  

 
Table 1 SWOT Strategi Integrasi Artificial Intelligence dalam Pertahanan Siber 

STRENGTH OPPORTUNITIES 

Pendekatan Terintegrasi: Menggabungkan kekuatan 
militer dengan diplomasi dan pendekatan sosial, 
memberikan solusi yang lebih komprehensif. 
Peningkatan Pemahaman HAM: Pelatihan tentang Hak 
Asasi Manusia bagi prajurit meningkatkan citra TNI dan 
mengurangi risiko pelanggaran. 
Kolaborasi dengan Masyarakat: Membangun hubungan 
baik dengan masyarakat lokal untuk menciptakan 
dukungan terhadap TNI dan program-programnya. 
Sistem Peringatan Dini: Mengembangkan sistem 
peringatan dini untuk mendeteksi potensi konflik 
sebelum berkembang menjadi kekerasan. 
Adaptabilitas: Kemampuan untuk menyesuaikan strategi 
berdasarkan dinamika sosial dan politik lokal. 
Sinergi antara TNI, Polri, dan BIN dalam operasi 
keamanan dan pembangunan. 
Dukungan infrastruktur dan program-program 
kesejahteraan yang berhasil meningkatkan kepercayaan 
masyarakat Papua. 

 

 

Dukungan Internasional: Potensi untuk 
mendapatkan dukungan dari lembaga 
internasional dalam program pembangunan 
dan perdamaian. 
Pemberdayaan Masyarakat: Program 
pemberdayaan ekonomi dan sosial untuk 
mengurangi ketegangan dan meningkatkan 
kesejahteraan. 
Kemajuan Teknologi: Memanfaatkan teknologi 
modern untuk pengumpulan intelijen dan 
komunikasi yang lebih baik. 
Dialog dan Negosiasi: Kesempatan untuk 
melakukan dialog dengan tokoh masyarakat 
dan OPM untuk mencari solusi damai. 
Kolaborasi Lintas Sektor: Kerja sama dengan 
lembaga pemerintah dan organisasi masyarakat 
sipil untuk mengoptimalkan program-program. 
Potensi besar untuk memanfaatkan program 
otonomi khusus dan meningkatkan 
keterlibatan masyarakat lokal dalam 
pembangunan ekonomi. 
Kolaborasi lintas sektor, khususnya dengan 
sektor pendidikan dan kesehatan, 
memungkinkan terjadinya pembangunan yang 
berkelanjutan. 

WEAKNESS THREATS 

Sumber Daya Terbatas: Keterbatasan anggaran dan 
sumber daya dapat membatasi implementasi strategi 
yang efektif. 
Keterbatasan Infrastruktur: Infrastruktur komunikasi 
yang lemah di Papua dapat menghambat koordinasi dan 
respons cepat. 
Kurangnya Kepercayaan: Ketidakpercayaan masyarakat 
terhadap TNI akibat sejarah konflik dapat menghambat 
kolaborasi. 

Radikalisasi: Potensi meningkatnya radikalisasi 
di kalangan pemuda Papua akibat frustrasi 
sosial dan politik. 
Intervensi Asing: Kemungkinan intervensi dari 
pihak asing yang mendukung OPM dapat 
memperburuk situasi. 
Persepsi Negatif: Media dan narasi negatif 
tentang TNI yang dapat merusak reputasi dan 
upaya yang dilakukan. 
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Pendidikan dan Pelatihan: Kurangnya program pelatihan 
yang memadai untuk prajurit dalam memahami budaya 
dan dinamika sosial Papua. 
Keterbatasan Akses Informasi: Kesulitan dalam 
mengumpulkan data intelijen yang akurat di daerah 
terpencil. 
Ketergantungan yang tinggi pada dukungan politik pusat, 
yang sering kali tidak konsisten, mengakibatkan beberapa 
program terhambat. 
Kurangnya pemahaman personel militer terhadap budaya 
lokal yang menyebabkan komunikasi kurang efektif di 
lapangan. 

Dinamika Politik Lokal: Ketidakpastian politik 
lokal yang dapat mempengaruhi stabilitas dan 
keamanan. 
Konflik Horizontal: Potensi konflik antara 
masyarakat lokal dan kelompok lain yang dapat 
mengganggu proses perdamaian. 
Dukungan internasional terhadap OPM, baik 
melalui tekanan HAM maupun dukungan 
moral dari kelompok asing yang berseberangan 
dengan kebijakan Indonesia di Papua. 
Ancaman dari penyebaran propaganda OPM 
yang merusak citra pemerintah di masyarakat 
lokal. 

Sumber : Data Diolah Peneliti, 2024  

 
Berdasarkan analisa tersebut, strategi yang diperoleh adalah SO atau Strength Opportunity 

dengan kuadran dan matriks sebagai berikut :  

 

Grafik 1 Kuadran SWOT  
Sumber : Data Diolah Peneliti (2024) 
  

Berdasarkan analisa SWOT tersebut, maka alternatif strategi yang dihasilkan adalah sebagai 
berikut : 
1. Sistem Peringatan Dini dan Dialog dan Negosiasi 
2. Pendekatan Terintegrasi dan Dukungan Internasional 
3. Peningkatan Pemahaman HAM dan Pemberdayaan Masyarakat 
4. Kolaborasi dengan Masyarakat dan Kemajuan Teknologi 
5. Adaptabilitas dan Kolaborasi Lintas Sektor 
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Untu menentukan prioritas strategi yang dilakukan adalah sebagai berikut :  
 
Langkah 1: Membuat Matriks Perbandingan Berpasangan untuk Kriteria Utama 

Kriteria utama yang diidentifikasi adalah: 
1. Deteksi Ancaman 
2. Respons Insiden 
3. Prediksi Ancaman 
4. Manajemen Risiko 
5. Keandalan dan Akurasi 
6. Efisiensi Biaya 
7. Pertimbangan Etis 

Membandingkan semua kriteria secara berpasangan, dengan nilai skala 1-9, berdasarkan 
preferensi atau pentingnya setiap kriteria. 
 
 
 

Tabel 1 Matrix Berpasangan 

Kriteria Deteksi 
Ancama
n 

Respon
s 
Insiden 

Prediksi 
Ancama
n 

Manajeme
n Risiko 

Keandala
n & 
Akurasi 

Efisien
si Biaya 

Pertimbanga
n Etis 

Deteksi 
Ancaman 

1 3 5 7 5 7 3 

Respons 
Insiden 

1/3 1 3 5 3 5 1/3 

Prediksi 
Ancaman 

1/5 1/3 1 3 3 3 1/3 

Manajemen 
Risiko 

1/7 1/5 1/3 1 3 3 1/5 

Keandalan & 
Akurasi 

1/5 1/3 1/3 1/3 1 3 1/5 

Efisiensi 
Biaya 

1/7 1/5 1/3 1/3 1/3 1 1/5 

Pertimbanga
n Etis 

1/3 3 3 5 5 5 1 

Langkah 2: Normalisasi Matriks Kriteria Utama 

 
Untuk menghitung bobot setiap kriteria,  perlu melakukan normalisasi dari matriks di atas. 

Caranya dengan membagi setiap nilai pada kolom dengan jumlah total kolomnya, kemudian 
menghitung rata-rata setiap baris. 
 

Tabel 2 Normalisasi Kriteria 

Kriteria Deteksi 
Ancam

an 

Respo
ns 

Inside
n 

Prediks
i 

Ancam
an 

Manajem
en Risiko 

Keandal
an & 

Akurasi 

Efisien
si 

Biaya 

Pertimban
gan Etis 

Rata
-rata 
Bob
ot 

Deteksi 
Ancaman 

0.444 0.490 0.446 0.467 0.312 0.333 0.414 0.415 

Respons 
Insiden 

0.148 0.163 0.268 0.333 0.187 0.238 0.046 0.198 

Prediksi 
Ancaman 

0.089 0.054 0.089 0.200 0.187 0.143 0.046 0.115 

Manajeme
n Risiko 

0.063 0.033 0.030 0.067 0.187 0.143 0.027 0.078 
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Keandalan 
& Akurasi 

0.089 0.054 0.030 0.022 0.062 0.143 0.027 0.061 

Efisiensi 
Biaya 

0.063 0.033 0.030 0.022 0.021 0.048 0.027 0.035 

Pertimbang
an Etis 

0.148 0.163 0.089 0.333 0.312 0.238 0.138 0.203 

 
Langkah 3: Membuat Matriks Perbandingan Berpasangan untuk Sub-Kriteria 

Sub-kriteria yang sudah ditetapkan adalah: 
1. Pendekatan Terintegrasi dan Dukungan Internasional 
2. Peningkatan Pemahaman HAM dan Pemberdayaan Masyarakat 
3. Kolaborasi dengan Masyarakat dan Kemajuan Teknologi 
4. Sistem Peringatan Dini dan Dialog dan Negosiasi 
5. Adaptabilitas dan Kolaborasi Lintas Sektor 

 
 
Berikan nilai perbandingan antar sub-kriteria dengan menggunakan skala yang sama (1-9). 

 
Tabel 3 Normalisasi perbandingan Sub Kriteria 

Sub-Kriteria Pendekatan 
Internasional 

Pemahaman 
HAM 

Kolaborasi 
Masyarakat 

Sistem 
Peringatan 
Dini 

Adaptabilitas 

Pendekatan 
Internasional 

1 3 5 7 5 

Peningkatan 
Pemahaman HAM 

1/3 1 3 5 3 

Kolaborasi dengan 
Masyarakat 

1/5 1/3 1 3 3 

Sistem Peringatan 
Dini 

1/7 1/5 1/3 1 3 

Adaptabilitas dan 
Kolaborasi Lintas 
Sektor 

1/5 1/3 1/3 1/3 1 

 
Langkah 4: Normalisasi Matriks Sub-Kriteria 

Tabel 4 Normalisasi Sub-Kriteria 

Sub-
Kriteria 

Pendekatan 
Internasiona
l 

Pemahama
n HAM 

Kolaborasi 
Masyaraka
t 

Sistem 
Peringata
n Dini 

Adaptabilita
s 

Rata-
rata 
Bobo
t 

Pendekatan 
Internasiona
l 

0.444 0.490 0.446 0.467 0.312 0.415 

Peningkatan 
Pemahaman 
HAM 

0.148 0.163 0.268 0.333 0.187 0.198 

Kolaborasi 
dengan 
Masyarakat 

0.089 0.054 0.089 0.200 0.187 0.115 

Sistem 
Peringatan 
Dini 

0.063 0.033 0.030 0.067 0.187 0.078 

Adaptabilitas 
dan 

0.089 0.054 0.030 0.022 0.062 0.061 
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Kolaborasi 
Lintas Sektor 

 
Langkah 5: Perhitungan Consistency Ratio (CR) 

CR dihitung untuk memastikan konsistensi penilaian. Berikut langkah-langkah singkat untuk 
menghitung CR: 
1. Hitung eigenvalue maksimum (λmax) dengan cara mengalikan bobot prioritas dengan matriks 

perbandingan berpasangan, lalu membagi hasilnya dengan bobot dari setiap kriteria. 
2. Hitung Consistency Index (CI) dengan rumus: CI=λmax−nn−1CI = \frac{\lambda_{max} - n}{n 

- 1}CI=n−1λmax−n di mana n adalah jumlah kriteria. 
3. CR dihitung dengan rumus: CR=CIRICR = \frac{CI}{RI}CR=RICI di mana RI adalah Random 

Index, yang nilainya tergantung dari jumlah kriteria (untuk n = 7, RI = 1.32). 
 
Langkah 6: Interpretasi dan Pengambilan Keputusan 

Dari hasil perhitungan di atas, menentukan prioritas tertinggi berdasarkan bobot akhir dari 
masing-masing kriteria dan sub-kriteria, yang dapat digunakan untuk menyusun strategi Smart 
Power dalam menghadapi ancaman GOPM. Berdasarkan tabel normalisasi sub-kriteria yang telah 
diberikan, prioritas ditentukan oleh rata-rata bobot tertinggi dari setiap sub-kriteria. Berikut 
adalah hasil bobot dari setiap sub-kriteria: 
1. Pendekatan Terintegrasi dan Dukungan Internasional: 0.415 
2. Peningkatan Pemahaman HAM dan Pemberdayaan Masyarakat: 0.198 
3. Kolaborasi dengan Masyarakat dan Kemajuan Teknologi: 0.115 
4. Sistem Peringatan Dini dan Dialog dan Negosiasi: 0.078 
5. Adaptabilitas dan Kolaborasi Lintas Sektor: 0.061 

Sub-kriteria yang menjadi prioritas utama adalah Pendekatan Terintegrasi dan 
Dukungan Internasional dengan bobot tertinggi 0.415. Ini berarti dalam strategi menghadapi 
ancaman Gerakan Organisasi Papua Merdeka (GOPM), pendekatan yang melibatkan integrasi dan 
dukungan internasional dianggap paling penting dan harus mendapat perhatian lebih besar 
dibandingkan sub-kriteria lainnya. 

 

Gambar 1 Analisa SWOT 
Sumber : Data Diolah Peneliti 
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1. Pendekatan Terintegrasi dan Dukungan Internasional 

Pendekatan Smart Power mengkombinasikan elemen kekuatan keras (hard power) seperti 
kekuatan militer dan keamanan, dengan elemen kekuatan lunak (soft power) yang melibatkan 
diplomasi, kolaborasi internasional, dan pengaruh budaya. Dalam konteks menghadapi ancaman 
dari Gerakan Organisasi Papua Merdeka (GOPM), integrasi antara pendekatan militer dan 
diplomasi sangat penting untuk menciptakan solusi yang berkelanjutan dan menjaga stabilitas 
nasional (Rudiansyah, 2019). Pendekatan terintegrasi ini mengutamakan koordinasi yang efektif 
antara berbagai lembaga pemerintah, termasuk TNI, Polri, Badan Intelijen Negara (BIN), serta 
lembaga diplomatik. Secara internasional, Indonesia juga harus menggalang dukungan dari 
negara-negara sahabat, terutama negara-negara ASEAN, Pasifik Selatan, dan lembaga 
internasional seperti Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB). Dukungan internasional penting karena 
dapat membantu memperkuat posisi diplomasi Indonesia dan meminimalisir intervensi asing 
yang dapat memperumit masalah separatisme di Papua (Samir, 2018). Melalui diplomasi yang 
intensif, Indonesia dapat mengadvokasi kedaulatannya dan menyuarakan kepentingannya di 
forum-forum internasional. Sebagai contoh, Indonesia dapat bekerja sama dengan negara-negara 
Pasifik Selatan yang sering terlibat dalam isu-isu Papua untuk membangun hubungan yang lebih 
baik dan memperkuat kolaborasi di bidang ekonomi dan keamanan. Pendekatan ini bertujuan 
untuk mengisolasi GOPM dari dukungan internasional yang mungkin mereka peroleh, misalnya 
dari kelompok-kelompok hak asasi manusia atau negara-negara yang berseberangan dengan 
kebijakan Indonesia di Papua (Setiawan, 2019). Dengan membangun aliansi strategis di kawasan, 
Indonesia juga dapat memanfaatkan bantuan teknologi, pelatihan militer, serta kerja sama 
intelijen dalam menghadapi ancaman GOPM. Selain itu, peran lembaga multilateral seperti PBB 
dalam memfasilitasi dialog dan mediasi juga dapat dimanfaatkan oleh Indonesia untuk menjaga 
kedaulatan dan hak-hak masyarakat Papua dalam kerangka hukum internasional. Diplomasi yang 
proaktif, baik dalam bentuk lobbying maupun negosiasi, adalah komponen penting dalam 
menghindari krisis dan meningkatkan dukungan internasional terhadap integritas wilayah 
Indonesia (Siti, 2018) 
2. Peningkatan Pemahaman HAM dan Pemberdayaan Masyarakat 

Komitmen terhadap hak asasi manusia (HAM) dan pemberdayaan masyarakat Papua 
merupakan pilar penting dalam strategi Smart Power. Dalam sejarah konflik di Papua, pelanggaran 
HAM sering kali menjadi topik yang mendapat perhatian internasional, yang dapat mengarah pada 
ketidakpercayaan dan resistensi dari masyarakat lokal terhadap pemerintah pusat. Oleh karena 
itu, penting bagi pemerintah untuk memperbaiki pemahaman tentang HAM di antara aparat 
keamanan serta merancang kebijakan yang memprioritaskan pemberdayaan masyarakat Papua. 
Peningkatan pemahaman HAM di kalangan militer, polisi, dan aparat pemerintah bertujuan untuk 
menghindari terjadinya kekerasan yang tidak perlu serta menciptakan pendekatan keamanan 
yang berbasis komunitas. Ini akan membangun kepercayaan antara pemerintah dan masyarakat 
Papua, mengurangi perasaan terpinggirkan dan meningkatkan stabilitas di daerah tersebut. 
Pelatihan HAM untuk aparat di Papua, baik yang terkait dengan operasi militer maupun penegakan 
hukum, sangat diperlukan agar setiap tindakan yang dilakukan dapat sesuai dengan standar 
internasional (Sulaiman, 2017). 

Selain itu, pemberdayaan masyarakat Papua melalui program pembangunan sosial dan 
ekonomi juga harus menjadi prioritas. Program-program ini bertujuan untuk meningkatkan akses 
masyarakat terhadap pendidikan, kesehatan, dan lapangan kerja (Zulfiqar, 2016). Pemberdayaan 
ekonomi masyarakat lokal akan mengurangi ketergantungan mereka pada GOPM serta 
memperkuat kepercayaan mereka terhadap pemerintah pusat. Contoh nyata dari pemberdayaan 
ini bisa berupa peningkatan infrastruktur, seperti pembangunan sekolah, rumah sakit, dan jalan, 
yang akan memfasilitasi mobilitas dan pertumbuhan ekonomi di wilayah Papua (Sukma, 2016). 

Pemerintah juga harus melibatkan masyarakat adat dan tokoh agama dalam perencanaan 
dan pelaksanaan program-program tersebut untuk memastikan bahwa kebutuhan dan aspirasi 
masyarakat lokal benar-benar diakomodasi (Zuraida, 2019). Melalui pendekatan partisipatif ini, 
masyarakat akan merasa dilibatkan dalam proses pembangunan, yang pada gilirannya dapat 
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meredam potensi konflik. Dengan demikian, pendekatan berbasis HAM dan pemberdayaan ini 
dapat menciptakan kondisi di mana GOPM kehilangan dukungan dari masyarakat lokal dan 
terpinggirkan secara internal (Suryana, 2018). 
3. Kolaborasi dengan Masyarakat dan Kemajuan Teknologi 

Kolaborasi dengan masyarakat Papua merupakan salah satu elemen kunci dalam strategi 
Smart Power untuk menghadapi ancaman GOPM. Pemerintah perlu melibatkan komunitas lokal 
dalam setiap keputusan yang mempengaruhi mereka, termasuk keputusan terkait keamanan dan 
pembangunan. Keterlibatan masyarakat dalam proses ini tidak hanya akan memperkuat legitimasi 
pemerintah di mata masyarakat Papua, tetapi juga dapat meminimalkan potensi konflik yang 
disebabkan oleh kurangnya komunikasi atau perbedaan pandangan (Tanjung, 2019). 

Salah satu cara efektif untuk meningkatkan kolaborasi ini adalah melalui dialog yang terbuka 
dan transparan dengan masyarakat adat, pemuka agama, dan pemimpin lokal. Pemerintah harus 
mendorong partisipasi masyarakat dalam forum-forum diskusi yang membahas isu-isu keamanan 
dan pembangunan, termasuk yang berkaitan dengan aktivitas GOPM. Dialog semacam ini 
memungkinkan pemerintah untuk mendengarkan langsung aspirasi masyarakat dan memberikan 
penjelasan mengenai kebijakan-kebijakan yang diambil (Tanjung, 2019). 

Selain itu, kemajuan teknologi dapat dimanfaatkan dalam berbagai aspek untuk 
memperkuat kolaborasi ini. Teknologi komunikasi modern seperti platform media sosial dan 
aplikasi mobile dapat digunakan untuk menyebarluaskan informasi yang akurat dan menangkal 
propaganda separatis yang mungkin menyebar di masyarakat (Zulkarnain, 2018). Teknologi juga 
memungkinkan pemerintah untuk memantau situasi keamanan di wilayah Papua secara real-time, 
menggunakan sistem pengawasan dan analitik yang dapat mendeteksi pergerakan GOPM atau 
potensi ancaman lainnya (Thio, 2017). 

Penggunaan drone, satelit, dan teknologi lainnya dalam operasi militer dan keamanan di 
Papua juga dapat meningkatkan efektivitas penegakan hukum tanpa harus mengerahkan pasukan 
dalam jumlah besar, yang dapat mengurangi risiko bentrokan bersenjata. Namun, penggunaan 
teknologi ini harus tetap disertai dengan pertimbangan etis dan berfokus pada upaya mitigasi 
dampak negatif terhadap masyarakat sipil (Tohari, 2016). 
4. Sistem Peringatan Dini dan Dialog serta Negosiasi 

Sistem peringatan dini adalah salah satu komponen krusial dalam mengantisipasi eskalasi 
konflik di Papua. Sistem ini memungkinkan pemerintah untuk mendeteksi ancaman lebih awal 
sebelum berkembang menjadi situasi yang lebih serius (Zainuddin, 2017). Dalam konteks GOPM, 
sistem peringatan dini dapat berupa pemantauan aktivitas militan, pengumpulan intelijen melalui 
jaringan lokal, atau pengawasan wilayah-wilayah strategis yang sering menjadi basis operasi 
separatis (Wibowo, 2018). 

Dengan mengintegrasikan teknologi dan jaringan lokal, pemerintah dapat meminimalkan 
risiko terjadinya bentrokan yang lebih besar dan melakukan intervensi secara tepat waktu. Selain 
itu, sistem ini juga harus melibatkan masyarakat lokal dalam deteksi ancaman, baik melalui 
pemberian informasi dari masyarakat kepada aparat keamanan atau melalui pelibatan tokoh adat 
dan pemuka agama sebagai mediator dalam meredam potensi konflik (Widjajanto, 2019) 

Di sisi lain, dialog dan negosiasi harus menjadi bagian dari strategi jangka panjang dalam 
menangani isu Papua. Pemerintah harus membuka ruang bagi dialog yang inklusif dengan semua 
pihak yang terlibat, termasuk GOPM, untuk mencapai solusi yang damai dan berkelanjutan. Proses 
negosiasi ini harus dipimpin oleh mediator yang netral, dan fokus pada pencapaian kesepakatan 
yang dapat diterima oleh kedua belah pihak tanpa mengorbankan kedaulatan Indonesia (Wiryono, 
2016). 
5. Adaptabilitas dan Kolaborasi Lintas Sektor 

Adaptabilitas merupakan faktor penting dalam menghadapi ancaman yang selalu 
berkembang dari GOPM. Pemerintah harus fleksibel dalam merespons perubahan taktik dan 
strategi yang digunakan oleh kelompok separatis. Fleksibilitas ini mencakup kemampuan untuk 
menyesuaikan operasi militer, kebijakan keamanan, serta program pembangunan yang ada agar 
sesuai dengan kondisi lapangan yang dinamis (Yani, 2017). 
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Selain itu, kolaborasi lintas sektor antara berbagai kementerian, lembaga pemerintah, dan 
aktor non-pemerintah sangat penting dalam menghadapi tantangan multi-dimensional yang 
dihadirkan oleh GOPM (Yunita, 2018). Pendekatan lintas sektor melibatkan koordinasi antara 
sektor keamanan, pembangunan ekonomi, pendidikan, dan kesehatan untuk menciptakan solusi 
komprehensif yang mengatasi akar permasalahan konflik di Papua. Dengan melibatkan berbagai 
sektor, pemerintah dapat menciptakan strategi yang lebih terintegrasi dan holistik dalam menjaga 
keamanan serta kesejahteraan masyarakat Papua. Adaptabilitas dan kolaborasi lintas sektor ini 
juga memungkinkan pemerintah untuk merespons dinamika internasional, termasuk tekanan dari 
komunitas global terkait HAM, serta menjaga stabilitas nasional dalam jangka panjang (Yulia, 
2019). 

Disisi lain, pentingnya pemahaman budaya lokal dalam membangun kepercayaan 
masyarakat tidak dapat diremehkan. Penelitian ini menunjukkan bahwa TNI telah mulai 
mengintegrasikan pemahaman budaya Papua dalam pendekatannya, seperti melalui dialog 
dengan tokoh-tokoh adat, agama, dan pemuda setempat. Namun, berdasarkan temuan, aspek ini 
masih memerlukan pengembangan lebih lanjut. 

Pemahaman budaya lokal akan memfasilitasi dialog yang lebih efektif dan menciptakan rasa 
memiliki di antara masyarakat Papua terhadap kebijakan pembangunan yang diterapkan oleh 
pemerintah. Pendekatan yang lebih humanis dan persuasif diperlukan untuk mengurangi 
ketegangan sosial-budaya yang ada, terutama terkait ketidakpuasan masyarakat terhadap 
pemerintah pusat. 

Sejalan dengan hasil penelitian, implikasi sosial dari pendekatan Smart Power adalah 
terciptanya kondisi sosial yang lebih stabil di Papua. Keberhasilan strategi ini tidak hanya 
bergantung pada pendekatan militer, tetapi juga pada diplomasi lokal yang dilakukan oleh TNI 
melalui kolaborasi dengan kepala suku, tokoh agama, dan pemimpin lokal lainnya. 

Pendekatan ini mengurangi risiko bentrokan bersenjata dan menciptakan ruang dialog yang 
inklusif, yang pada akhirnya memperkuat hubungan antara masyarakat Papua dan pemerintah 
pusat. Selain itu, diplomasi internasional juga diperkuat melalui keterlibatan Indonesia dalam 
forum-forum ASEAN dan PBB untuk menjaga kedaulatan dan integritas wilayah Indonesia dari 
intervensi asing. 

Perspektif Kolaborasi dengan Masyarakat dan Kemajuan Teknologi menunjukkan bahwa 
kolaborasi antara pemerintah dan masyarakat lokal di Papua menjadi salah satu pilar penting 
dalam implementasi strategi Smart Power. Program-program pemberdayaan masyarakat, seperti 
peningkatan pendidikan dan ekonomi, menjadi alat utama untuk mengurangi ketergantungan 
masyarakat pada OPM. Selain itu, kemajuan teknologi juga dimanfaatkan dalam operasi militer 
dan pengawasan di Papua. Dengan menggunakan teknologi pengawasan berbasis satelit dan 
drone, TNI dapat memantau pergerakan OPM secara real-time, yang membantu mencegah 
terjadinya insiden kekerasan. Teknologi ini juga memfasilitasi pengumpulan informasi intelijen 
secara efektif tanpa harus melakukan intervensi militer yang besar, yang sering kali dapat 
menimbulkan ketegangan di masyarakat. 

Pada perspektif Peran Pembangunan Infrastruktur dan HAM menunjukkan bahwa 
pembangunan infrastruktur di Papua menjadi elemen penting dalam menciptakan stabilitas 
jangka panjang. Infrastruktur yang memadai, seperti jalan raya, sekolah, rumah sakit, dan pusat 
layanan masyarakat, tidak hanya memperbaiki kesejahteraan masyarakat Papua tetapi juga 
memudahkan akses pemerintah untuk menyediakan layanan publik yang berkualitas. Namun, 
penegakan HAM harus tetap menjadi prioritas. Pelanggaran HAM yang terjadi selama operasi 
militer di Papua bisa merusak upaya pemerintah dalam memenangkan hati masyarakat. Oleh 
karena itu, pelatihan HAM yang diterapkan pada personel TNI dan Polri harus ditingkatkan agar 
setiap tindakan yang dilakukan di lapangan sesuai dengan prinsip-prinsip HAM. 

Strategi Smart Power yang diterapkan oleh TNI dalam menangani OPM telah menunjukkan 
keberhasilan dalam beberapa aspek, terutama dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat 
melalui program-program sosial-ekonomi. Namun, pendekatan ini memerlukan dukungan yang 
lebih kuat, baik dari segi politik, diplomasi internasional, maupun pemahaman budaya lokal. 
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Kombinasi antara kekuatan militer yang terukur dan pendekatan sosial-ekonomi yang inklusif 
akan menjadi kunci dalam menciptakan stabilitas jangka panjang di Papua. 

 Pada sudut pandang Keterkaitan Antar Elemen Strategi Smart Power. Dalam strategi Smart 
Power, elemen kekuatan militer (hard power) berperan dalam penegakan hukum dan stabilisasi 
keamanan di Papua. Namun, untuk mencapai stabilitas jangka panjang, strategi ini harus 
disinergikan dengan elemen diplomasi dan pembangunan sosial-ekonomi. Salah satu contoh 
sinergi ini adalah kolaborasi antara TNI, Polri, dan BIN dalam implementasi program-program 
sosial seperti pendidikan dan kesehatan, yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan 
masyarakat Papua. 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa sinergi ini sangat efektif dalam menurunkan 
ketegangan dan mengurangi dukungan masyarakat terhadap OPM. Melalui pendekatan militer 
yang terukur, OPM dihadapi dengan tindakan hukum yang kuat, sementara program sosial-
ekonomi membangun kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah. Dengan demikian, Smart 
Power bekerja sebagai strategi terintegrasi yang melibatkan peran TNI sebagai pengawal 
keamanan dan pembangunan, serta peran Polri dan BIN sebagai penghubung dengan masyarakat 
melalui jalur diplomasi lokal 
 
SIMPULAN  

Dengan meningkatnya eskalasi konflik di Papua, TNI menghadapi tantangan yang kompleks 
terkait sejarah integrasi, marjinalisasi, dan pelanggaran hak asasi manusia (HAM). Pendekatan 
yang digunakan dalam situasi ini melibatkan Operasi Militer Selain Perang (OMSP) dan kolaborasi 
dengan tokoh masyarakat lokal untuk menciptakan dialog dan meredam ketegangan. 
Keberhasilan strategi Smart Power bergantung pada dukungan politik yang kuat, pemahaman 
mendalam terhadap budaya lokal, serta pembangunan infrastruktur yang dapat memperbaiki 
kesejahteraan masyarakat Papua. TNI, melalui program-program ini, berharap dapat mengurangi 
dukungan masyarakat terhadap Organisasi Papua Merdeka (OPM) dan menciptakan stabilitas 
jangka panjang di Papua. 

Strategi Smart Power ini menekankan integrasi kekuatan militer dan diplomasi, yang 
mengharuskan koordinasi antarlembaga seperti TNI, Polri, dan Badan Intelijen Negara (BIN). TNI 
bertanggung jawab dalam penanganan keamanan dan operasi teritorial, sementara Polri 
memperkuat aspek penegakan hukum dan perlindungan warga sipil. BIN fokus pada pengumpulan 
intelijen mendalam tentang pergerakan OPM dan dinamika lokal. Setiap lembaga memiliki peran 
spesifik yang terintegrasi dalam mendukung operasi militer serta membangun dialog dengan 
masyarakat setempat. Dalam implementasinya, TNI dan Polri mengadakan pelatihan bersama 
terkait komunikasi yang efektif dan penanganan HAM di lapangan, memastikan operasi berjalan 
sesuai dengan prinsip HAM dan ketentuan hukum. BIN berperan sentral dalam mengidentifikasi 
potensi ancaman melalui sistem pengawasan berbasis intelijen. 

Pendekatan HAM yang diterapkan disesuaikan dengan konteks lokal Papua, dengan 
mempertimbangkan sejarah dan dinamika sosial-budaya di wilayah tersebut. Pelatihan dan 
pemahaman mengenai HAM bagi personel TNI dan Polri diperkuat, khususnya terkait penanganan 
masyarakat adat Papua yang memiliki sensitivitas budaya yang tinggi. Langkah konkret yang 
dilakukan meliputi pelibatan organisasi HAM lokal dan internasional dalam memberikan 
pelatihan, serta penyusunan protokol operasi yang memprioritaskan keselamatan warga sipil dan 
menghormati hak-hak adat. Hal ini akan membantu meredam ketidakpercayaan masyarakat 
terhadap aparat keamanan dan memperkuat kepercayaan antara pemerintah pusat dan 
masyarakat Papua. 

Teknologi memainkan peran penting dalam mendukung implementasi strategi ini, terutama 
dalam mendeteksi ancaman dan memperkuat komunikasi. Penggunaan drone, satelit, serta sistem 
pengawasan berbasis real-time memungkinkan pemerintah memantau pergerakan OPM lebih 
efektif tanpa harus menurunkan banyak pasukan. Sistem komunikasi berbasis teknologi informasi 
yang terintegrasi antar lembaga mempercepat respons terhadap ancaman dan mengurangi risiko 
eskalasi konflik. Teknologi ini memungkinkan deteksi dini terhadap ancaman, sehingga 
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memungkinkan TNI, Polri, dan BIN melakukan intervensi sebelum situasi memanas. Selain itu, 
penggunaan aplikasi komunikasi yang aman memfasilitasi koordinasi lapangan dan memastikan 
keamanan informasi. 

Strategi ini juga menekankan pentingnya pembangunan infrastruktur untuk mendukung 
kesejahteraan masyarakat Papua. Infrastruktur seperti jalan, sekolah, fasilitas kesehatan, dan 
pusat layanan masyarakat tidak hanya meningkatkan akses terhadap pelayanan dasar, tetapi juga 
memperbaiki mobilitas ekonomi di wilayah yang terisolasi. Pemerintah pusat akan mempercepat 
pembangunan infrastruktur sebagai bagian dari strategi komprehensif untuk mengurangi 
ketergantungan masyarakat pada OPM dan meningkatkan kepercayaan kepada pemerintah. Selain 
itu, program pemberdayaan ekonomi dijalankan untuk melibatkan masyarakat Papua dalam 
kegiatan ekonomi berkelanjutan seperti pertanian, perikanan, dan usaha mikro. Program ini 
diharapkan dapat mengalihkan perhatian masyarakat dari gerakan separatis menuju partisipasi 
aktif dalam pembangunan daerah. 

Sistem peringatan dini diintegrasikan dalam strategi ini untuk mendeteksi potensi eskalasi 
konflik sejak dini. Dengan teknologi pengawasan modern, pemerintah dapat memantau 
pergerakan OPM dan situasi di lapangan secara real-time, sehingga tindakan preventif dapat 
segera diambil. Di samping itu, dialog inklusif dengan masyarakat lokal melalui Forum Komunikasi 
Pimpinan Daerah (FORKOPIMDA) difokuskan untuk menciptakan ruang diskusi yang terbuka dan 
saling mendengar. Dialog ini melibatkan tokoh adat, pemuka agama, dan pemimpin masyarakat 
untuk membahas solusi damai yang dapat diterima oleh semua pihak tanpa mengorbankan 
kedaulatan Indonesia. 

Strategi Smart Power menekankan adaptabilitas dan kolaborasi lintas sektor. Pemerintah 
dan aparat keamanan harus fleksibel dalam merespons perubahan taktik dan strategi yang 
digunakan oleh OPM. Koordinasi yang kuat antara sektor keamanan, pembangunan ekonomi, 
kesehatan, dan pendidikan sangat penting untuk menciptakan solusi komprehensif. Pemerintah 
pusat, pemerintah daerah, serta berbagai kementerian terkait bekerja sama secara erat untuk 
memastikan pembangunan sesuai dengan kebutuhan dan aspirasi masyarakat Papua. Kolaborasi 
ini diharapkan mampu menciptakan stabilitas jangka panjang dan menjaga kedaulatan Indonesia. 

Dengan pendekatan Smart Power yang terintegrasi, TNI, Polri, BIN, dan lembaga terkait 
diharapkan dapat mengimplementasikan strategi ini lebih efektif, mengutamakan dialog dan 
diplomasi, namun tetap responsif terhadap ancaman. Pembangunan infrastruktur dan 
pemberdayaan masyarakat memperkuat hubungan antara pemerintah dan masyarakat lokal, 
sementara pemanfaatan teknologi modern mendukung efektivitas operasional di lapangan. 
Penghormatan terhadap HAM menjadi pilar utama dalam meredam konflik di Papua, dengan fokus 
pada adaptasi kebijakan sesuai sensitivitas lokal. Dengan sinergi lintas sektor dan dukungan 
politik yang kuat, stabilitas jangka panjang di Papua diharapkan tercapai, menjaga kedaulatan 
Indonesia dan memperbaiki kesejahteraan masyarakat Papua. 
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